PERBUATAN PIDANA BERKAITAN TANAH


STELLIONAAT








Kasus Posisi :





Sebidang tanah Negara seluas 3 Ha, yang terletak di sebelah Timur Kalaka sejak tahun, 1962 menjadi Hak Andi Syarifah Pattobay.  Tahun 1982, Syarifah memberikan kuasa kepada Tam Baru Daeng Sitaba untuk mengurus akta tanah dan mengurus penjualan tanahnya.  Dengan berdasarkan surat kuasa itu Tambaru mengurus surat izin menguolah untuk Andi Syarifah dan mendapatkan surat keterangan no. 181.1/32 tanggal 23/4/984 untuk mengolah tanah seluas 20.230 m2 atas nama Tambaru.





Setelah mendapat Hak mengolah tanah Tambaru mengkapling-kapling tanah itu untuk lahan perumahan dan kemudian di Jual.  Tambaru menyangka dengan SK itu, ia bisa berbuat apa saja atas tanah itu.  Tapi setelah tanah terjual, seseorang bernama Lisn menyatakan keberatan dengan di jualnya tanah tersebut, karena ia merasa berhak atas tanah tersebut.  Keberatan Lisan, agaknya tidak berlebihan, karena ia juga memiliki Hak mengolah atas tanah yang sama berdasarkan SK. no.593.II/36 tg. 26 Mei 1986, dengan luas tanah 3095 m2.   Protes dari Lisan tersebut di tanggapi Tambaru dengan janji akan memberikan ganti rugi untuk tanah yang dijual.  Tapi tampaknya Tambaru hanya bisa berjanji, karena hingga waktu yang dijanjikan ganti rugi itu tidak jug dibayarkan, sampai batas kesbarannya, Lisan akhirnya memutuskan membawa persoalan ini ke Polisi.  Tambaru disidik dan diperiksa oleh Polisi dan menjadi terdakwa pada persidangan pidana di Pengadilan Negeri Kolaka.





Jaksa Penuntut Umum mendakwanya telah melanggar ps. 378 jo.ps.64 KUHP.  Dakwaan Pengganti ps. 385 sub ic Jo ps. 64 KUHP.  Karena dianggap melakukan tindak pidana menjual tanah yang menjadi Hak orang lain dalam memakai tanah pemerintah yang dilakukan secara berlanjut.  Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan.





PENGADILAN NEGERI





Hakim pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya berpendirian sebagai berikut :





Pasal 378. jo 64 KUHP yang didakwakan pada terdakwa mempunyai unsur yaitu:


1. Barang siapa 


2. Menguntungkan diri sendiri


	3. Melawan Hak.





ad.1. Unsur ini menunjukan pada orang/subjek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Tambaru, sebagaimana  tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini terbukti.





ad.2. Dari keterangan saksi dan bukti jelas terbukti bahwa terdakwa memang telah menjual tanah-tanah di Kalaka III/kel. Lamokato, sebagaimana kesaksian Tajuddin (camat/PPAT) yang menyaksikan dan membuat Akte jual belinya.  Hasil penjualan tanahnya menurut Terdakwa sebagian diberikan pada Andi Syarifah.


Majelis berpendapat bahwa unsur ini terbukti, karena Terdakwa juga ikut merasakan keuntungannya tersebut.





ad.3. Majelis mempertimbangkan; Hak apakah yang ditimbul bagi pemilik surat keterangan, tersebut, karena memuat akta pengolahannya, menimbulkan penafsiran seolah-olah Hak yang ditimbulkan adalah Hak Pengelolaan.





Menurut ketentuan ps. 29 PMDN no.15./th.1973 Hak pengelolaan hanya diberikan kepada :





Departemen dan jawatan-jawatan pemerintah.


Badan-badan hukum yang ditunjuk pemerintah (misalnya Real-Estate; Perumnas; dll)





Hak pengelolaan tidak diberikan pada orang-perorangan atau Individu.  Tertibnya surat-surat tersebut bagi pemiliknya; Negara/Pemerintah telah memberikan,”Hak pakai” (vide hak pakai pada ps. 41(1) UU no.5/1960)





Menurut Terdakwa, tanah-tanah tersebut Milik Andi Syarifah yang berdasarkan surat kuasa tg.12/2/1982. dikuasakan pada Terdakwa untuk mengurus penjualan tanah tersebut.  tetapi ternyata kelurahan tidak menerbitkan surat keterangan Hak pakai atas nama Andi Syarifah, tetapi atas nama : Tambaru, DG, Sitaba (terdakwa sendiri), sehingga Majelis menilai bahwa tanah-tanah tersebut milik Terdakwa yang diberikan oleh Pemerintah dengan Hak pakai.  Jika tanah itu milik A. Syarifah, maka hal terebut merupakan hubungan perdata antara Terdakwa dengan A. Syarifah sendiri.





Pasal 43 (1) UU no.5 thn 1960 menyebutkan : bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; hak pakainya dapat dialih kepada pihak lain dengan izin pejabat berwenang.  Pemindahan Hak atas tanah diatur psl.19 P.P.no.10 thn 1961, karenanya harus dibuktikan dengan Akte PPAT.





Dengan demikian perbuatan terdakwa yang melakukan Akta jual beli di depan dan oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan psl. 43 (1) UU no.5/thn 1960.





Majelis tidak sependapat dentgan jaksa penuntut umum yang mengatakan tnah yang dijual terdakwa, oleh karena tidak dilandasi hak, maka jual beli yang dilakukan terdakwa batal demi Hukum.





Berdasarkan keterangan saksi dan pengamatan majelis di lapangan, terbukti bahwa tanah-tanah tersebut masuk dalam lokasi yang dimiliki Lisan, berdasarkan SK. Lurah no.593/II/36.  Dari SK. Lurah yang dimiliki terdakwa dan Lisan, terbukti, SK milik Terdakwa terbit lebih dahulu dari milik Lisan.  Menurut majelis, yang harus dijadikan tolak ukur adalah surat tanggal diterbitkan lebih dahulu dan karena dalam SK milik Terdakwa tidak mencantumkan batas-batas tanah milik Lisan.





Secara umum terbukti, bahwa lokasi yang diberikan oleh Pemerintah seluas yang dimaksud dalam SK tersebut, tanpa dikurangi tanah milik orang lain.  Seandainya timbul SK lain yang, ternyata memberikan hak pada orang lain pula dan berada dalam lokasi yang sama dengan lokasi Terdakwa, maka tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa menjual tanah dengan cara melawan hak orang lain.





Oleh karena SK itu dikeluarkan oleh lurah/pejabat publik berwenang, maka jalan yang bisa ditempuh jika timbul kerugian dengan diterbitkannya surat-surat tsb, adalah mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).





Objek sengketa tersebut atas lokasi tanah yang tidak termasuk dalam wewenang Lisan, karena berdasarkan SK Pengolahan no.593.II/36 tg.26/5/1986, terlihat letak obyek yang diperjanjikan ada disebelah timur jalan Lorong, yang merupakan batas tanah milik Lisan, tetapi hal itu bukan wewenang majelis hakim untuk mempertimbangkan perkara ini; Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa unsur melawan hak yang dilakukan terdakwa tidak terbukti.  Dengan tidak terbuktinya unsur psl. 378 KUHP, maka unsur-unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.





Majelis mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar psl. 385 sub 1c jo ps.64 KUHP yang unsurnya adalah :





Dengan maksud menguntungkan diri sendiri.


Dengan melawan hak/Hukum.


Menjual tanah bukan haknya.


Dilakukan secara berulang-ulang.





Dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair, majelis mengambil alih seluruh pertimbangan pada dakwaan primair yang memuat unsur yang sama dengan unsur tindak pidana pada dakwaan subsidair tersebut.  Pertimbangan majelis dalam dakwaan primair, menyatakan salah satu unsur tidak terbukti, maka dengan demikian terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan subsidair.





Dengan pertimbangan tersebut, majelis memberikan putusan :





Menyatakan Terdakwa Tamberu Daeng Sitaba, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan Hak atas barang yang tidak bergerak.


Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair.


Memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya.


Dst............dst............dst








MAHKAMAH AGUNG RI





Jaksa Penuntut Umum menolak putusan. PN. Kalaka dan mengajukan kasasi dengan keberatan bahwa. PN. telah salah menerapkan Hukum dengan membebaskan Terdakwa.  Keberadaan tanah yang dikuasakan Syarifah kepada terdakwa, tidak didukung oleh sertifikat/bukti kepemilikan lainnya.





yang menunjukan Syarifah mempunyai tanah di Kalaka. SK. yang dibuat bersama Lurah Kalaka III secara diam-diam bukan atas hak yang sah, sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar penjualan tanah dengan menggunakan Akta jual beli, karena bertentangan, dengan ketentuan psl 19 jo 22 (1) Sub, a, b, c, P.P. No.10/thn 1961 tentang pendaftaran tanah.  Pertimbangan Hakim yang melegalisir Hak pengolahan menjadi Hak pakai, selain melakukan tindakan melawan hukum yang melampaui batas kewenangan, juga telah melegalisir perbuatan pidana terdakwa merampas hak orang lain.  Pertimbangan majelis bertentangan satu dengan yang lainnya, disatu pihak menyatakan Lisan memiliki tanah berdasarkan SK Lurah no.593/II/36, tetapi juga menyatakan bahwa obyek perbuatan Pidana adalah hak pakai terdakwa dengan Lisan yang isinya terdakwa mengaku akan mengganti rugi tanah Lisan yang dijual sebanyak 7 kavling (Rp.5.850.000), Putusan demikian bertentangan dengan  ps. 160(1) sub.c - .jo ps 197 (1) sub d. KUHAP.





Terlepas dari keberatan tsb, Mahkamah Agung menilai putusan Pengadilan negeri Kalaka telah salah menerapkan hukum, berdasarkan pertimbangan yang, pokoknya sebagai berikut :





Dakwaan Primair, didakwa melakukan tindak pidana : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara berlanjut dengan melawan hak telah menjual tanah milik Lisan dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong.  Terdakwa mengaku punya tanah pada orang lain dan membuat peta lokasi yang didalamnya diberi petak-petak serta memperlihatkan kepada orang-orang yang akan membeli tanah tersebut; perbuatan mana diatur dan diancam ps. 378.kuhp jo.64 KUHP





Dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa didakwa melakukan kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara berlanjut dengan melawn hak, telah menjual tanah milik Lisan perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam psl 385 jo.64 KUH Pidana.





Penuntut Umum berkesimpulan dakwa subsidair yang terbukti





Pengadilan Negeri Kalaka berpendapat bahwa unsur melawan hukum sebagaimana terkandung dalam pasal Dakwaan, tidak terbukti dengan, alasan bahwa surat keterangan tanah yang dimiliki terdakwa lebih dulu terbit, dibandingkan dengan SK yang dimiliki oleh Lisan, sehingga jika diterbitkan SK atas tanah terdakwa dengan atas nama orang lain, maka perbuatan terdakwa menjual tsb tidaklah dapat dikatakan sebagai telah melanggar hak orang lain.





BPN Kab. Kalaka menyatakan tanah sengketa adalah bekas “Tanah Negara Bebas”, yang sejak tg.1.nop.1962 telah menjadi hak Andi Syarifah sesuai keterangan saksi Tadjidin, Idrus dan Najib Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa tanah, tsb, masih belum jelas siapa yang berhak, baik A. Syrifah, terdakwa maupun, saksi Lisan; semua menganggap berhak, dan memiliki surat atas tanah obyek tindak pidana ini.  Dengan demikian terdakwa belum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hak yang merupakan unsur perbuatan pidana yang didakwakan.





Berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa menjual tanah tsb; bukan merupakan tindak pidana apalagi terdakwa dilaporkan oleh saksi Lisan ke Polisi, karena dianggap telah ingkar janji terhadap saksi Lisan.





Dengan pertimbangan ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dengan membatalkan putusan Jude-facti dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.





Akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan :





Mengadili


- Membatalkan putusan, pengadilan negeri Kalaka





Mengadili sendiri


- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Tambaru Daeng Sitaba, telah terbukti, akan tetapi perbuatan yang telah terbukti tsb, bukan merupakan suatu perbuatan pidana


- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum


- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.


- Dst.............dst............dst.....





CATATAN :





Dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diangkat Abstrak-Hukum sebagai berikut :


Sebidang tanah yang belum jelas siapa yang paling berhak atas tanah ini; apakah terdakwa ataukah saksi ataukah pihak ketiga, dimana ketiganya merasa dirinya berhak atas tanah tsb, maka perbuatan menjual sebagian dari tanah tsb yang dilakukan oleh salah seorang dari dari ketiga orang yang sama-sama mengaku berhak tsb, belum dapat dikatakan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hak yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan; pidana ex pasal 372 atau pasal 385 sub. 1 KUHP, yang dikenal dalam ilmu Hukum pidana sebagai STELLIONAT. 





Demikian catatan atau kasus ini.








(Ali Budiarto)
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